BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI BANYUMAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi Daerah, Pemerintah  Kabupaten
Banyumas dapat memungut jenis retribusi perizinan

tertentu;

bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi
Perizinan Tertentu dan berdasarkan ketentuan Pasal
156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan

Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Banyumas.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,



10.

11.

Lembaga Teknis Daerah, Satpol Peraturan Pemerintah, Lembaga Lain

Kecamatan dan Kelurahan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oelh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Bangunan gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud
fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau
air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
baik untuk kegiatan hunian/ tempat tinggal, keagamaan, usaha,

sosial budaya maupun kegiatan khusus.

Prasarana dan sarana Bangunan yang selanjutnya disebut Prasarana

Bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi

Bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
kepada Pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi
dan melestarikan/memugar Bangunan sesuai dengan persyaratan

administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pemilik Bangunan yang selanjutnya disebut Pemilik, adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut hukum sah sebagai pemilik

Bangunan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan
bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman

mengandung ethanol.

Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang

diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol.

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman

beralkohol di suatu tempat tertentu.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau  mengganggu  kesehatan, Lkeselamatan,
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum

secara terus-menerus.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan
jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,

serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek

tertentu.

Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek yang wajib dibawa
oleh pengemudi angkutan umum dan wajib ditunjukan kepada

petugas pada saat pemeriksaan di jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Angkutan penumpang umum adalah perpindahan orang dan/atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan bermotor umum di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di

atas rel.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.



